
PEMERINTAH DAERATI KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 4 TAHUN 2OI2
TTNTAIYG

RETRIBUSI PELAYANAIT PERSAMPAHAN/ I(TBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan

Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2008 tentang pengelolaan

Persampahan/ Kebersihan perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan persampahan/

Mengingat : 1.

Kebersihan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO l;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438l;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OOT tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a680);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a851);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor tt2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S%al;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4s781;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota I Kota ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010

tentaag Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungu,", 
I

pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Renuhlik I,l



Menetapkan :

Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a139);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OOT tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2oll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEUIAN PTRWAKILAN RAITYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PERSAMPAHAN/ KTBERSIHAN.

-J.

4.

PELAYANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah ada-lah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat.

5. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau

volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

6. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan.

8. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan selanjutnya disebut retribusi

adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan

persampahan / kebersihan.

9. Wajib retribusi ada-lah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
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10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan I
atau denda.

16. Kas daerah adalah Kas daerah Kota Kotamobagu.

17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penjabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peratu ran peru ndang-undangan retribu si daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu



membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB II
NAMA, O&rtK DAN SU&,EK RETRIBUSI

Pasal 2
a

- Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas

. 
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang

meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan

sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumber dan/atau lokasi pembuangan sementara ke

lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan / pemu snahaan akhir sampah.

(21 Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat

umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah ora.ng pribadi atau badan

yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa

Umum.

BAB tV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

, Tingkat pengguna€m jasa retribusi diukur berdasarkan Jumlah, klasifikasi tempat/

usaha, volume dan waktu pengangkutan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARITTA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan

jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas I
' pengendalian atas pelayanan tersebut. {

I



(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,

biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hat penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,

penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARITTA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribu si Pelayaaan Persampahan / Kebersihan ditetapkan

sebagai berikut:

1. Rumah Tinggal

- Bangun€rn Sederhana/Menengah tiap bulan .... Rp. 4.500,.

- Bangunan Permanen/Mewat tiap bulan .. Rp. 6.000,.

2. Rumah Kost

- Penampungan dibawah 10 orang tiap bulan R p. 15.000,.

- Penampungan diatas 10 orang tiap bulan Rp. 20.000,.

- Tangsi/Asrama tiap bulan ...... Rp. 10.000,.

3. Penginapan

- Penginapan, Losmen, Wisma dan sejenisnya tiap bulan... R p. 25.000,.

- Cottage tiap bulan ....... Rp. 15.000,.

- Hotel Melati tiap bulan ....... Rp. 50.000,.

- Hotel Berbintang tiap bulan ....... Rp. 100.000,.

4. Rumah Makan

- Restoran/Rumah Makan Besar tiap bulan Rp. 50.000,.

- Restoran/Rumah Makan Sedang tiap bulan ...... Rp. 25.000,.

- Restoran/Rumah Makan Kecil tiap bulan .. Rp. 10.000,.

- Penjual Jqianan di Pinggir Jalan tiap bulan ......... Rp. 5. 000,.

5. Rumah Sakit

- RSU Pemerintah tiap bulan .. Rp.

- RSU Swasta (Besar) tiap bulan ............... Rp.

- RSU Swasta (Sedang) tiap bulan ......... Rp.

- Rumah Sakit TNI/POLRI tiap bulan ........ Rp.

- Rumah Sakit Bersalin Pemerintah tiap bulan ..... Rp.

- Rumah Sakit Bersalin Swasta tiap bulan .......... Rp.

- Puskesmas/Balai Pengobatan tiap bulan ........... Rp.

- Apotik Besar tiap bulan ............ Rp.

- Apotik Sedang tiap bulan ......... RP.

- Tempat Praktek Dokter tiap bulan .... Rp.

Kios/Warung Penjalan tiap bulan ............ Rp.

Gudang tiap bulan ..... Rp.

Bioskop tiap bulan ........... Rp.

6.

7.

8. I



9. Kantor

- Kantor Pemerintah tiap bulan ... Rp. 50.000,.

- Kantor Swasta tiap bulan .......... Rp. 50.000'.

- Kantor BUMN/BUMD tiap bulan Rp. 50.000,.

10. Toko

-Toko Serba Ada (Supermarket) tiap bulan............ Rp. 35O.00O,.

-Toko Besar tiap bulan Rp. 1O0.000,.

-Toko Sedang tiap bulan.... ......... Rp. 50.000,.

11. Rumah Toko (Ruko)

- Ruko Sedang/Kecil tiap bulan.... Rp. 30.000,.

- Ruko Besar tiap bulan..... .......... Rp. 50.000,.

12. Tukang Gunting

- Salon Kecantikal tiap bulan..... . Rp. 15.00O,.

-Tukang Pangkas Rambut tiap bulart.... Rp. 10.000,.

13. Pabrik

-Pabrik Besar tiap bu1art........... .. Rp. 100.000,.

- Pabrik Kecil tiap bulan ........... ... Rp. 5O.OO0,.

14. Bengkel Mobil

- Bengkel Mobil Besar tiap bulan . Rp. 50.000,.

-Bengkel Mobil Sedang tiap bulan..... Rp.30.000,.

15. Bengkel Sepeda Motor

- Bengkel Sepeda Motor Besar tiap bulan..... ..... Rp. 3O.O00,.

-Bengkel Sepeda Motor Sedang tiap bulan ....... Rp. 25.000,.

16. Tempat Cuci Mobil

-Tempat Cuci Mobil Besar tiap bulan........... .... Rp. 50.000,.

-Tempat Cuci Mobil Sedang tiap bulan Rp. 25.000,.

17. Tukang Jahit (Taylor)

-Tukalg Jahit Besar Menggunakan Mesin Jahit 10 (sepuluh) tiap bulan Rp.

15.000,.

- Tukang Jahit Besar Menggunakan Mesin Jahit Dibawah 10 (sepuluh)

tiap bulan ......... Rp. 10.000,.

18. Tukang Service Radio/Elektronik

- Tukang Service Radio Besar tiap bulan..... ..... Rp. 10.O0O,.

- Tukang Service Radio Sedang tiap bulan ....... Rp. 10.000,.

19. Tukang Sol dan Jahit Sepatu tiap bulan..... .... Rp. 5.000,.

20. Pertukangan Meubel

- Pertukangan Meubel besar tiap bulan ........... . Rp. 15.0O0,.

- Pertukangan Meubel Sedaag tiap bularr..... ..... Rp. 10.000,.

21. Pertukangan Perabot Rumah Tangga

- Pertukangan Perabot Rumah Tangga besar tiap bulan......... Rp. 15.O00,.



- Pertukangan Perabot Rumah Tangga Sedang tiap bulan...... Rp. 10.000,.

22. Tempat Penjualan Kayu

-Tempat Penjualan Kayu besar tiap bulan . Rp. 20.0O0,.

-Tempat Penjualan Kayu sedang/kecil tiap bulan ....... Rp. 15.000,.

23. Fasilitas Pendidikan

- Sekolah Pemerintah tiap bulan . Rp. 20.OO0,.

- Sekolah Suasta tiap bulan Rp. 20.000,.

-Tempat Kursus tiap bulan Rp. 10.000,.

24. Photo Studio

- Photo Studio besar tiap bulan Rp. 20.000,.

- Photo Studio Sedang/kecil tiap bulan ....... Rp. 15.000,.

25. Bendi tiap hari... ..... Rp. 250,.

26. Ompreng/ tiap hari ....... Rp. 2OO,.

27. Pedagang Sayur Keliling dengan sepeda motor/hari ............ Rp. 25O,.

28. Pedagng Sayur Keliling dengan sepeda tiap hari .... Rp. 150,.

29. Mobil Kanvas/Mobil Barang tiap hari .. Rp.1000,.

30. Mobil Umum membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir ( TPA) diluar

MOBIL DINAS TATA KOTA:

- KUang... Rp. 10.000,.

- Hiace.... Rp. 15.000,.

-Truck . Rp. 20.000,.

31. Counter Handphone/Pulsa tiap bulan Rp. 15.OO0,.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

atau dokumen lain yang dipersamakan.

(21 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas

Daerah secara bruto.

(a) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

, Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kota Kotamobagu.

BAB VIII
PENTNTUAN PIMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Retribusi menjadi terutang terhitung pada saat Wajib Retribusi memperole

pelayanan persampahan / kebersihan.
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(2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau

dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukal
pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari sejak diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakaa.

(2) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persya-ratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wqiib Retribusi untuk

mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar

2o/" (dua persen) sebulan.

Pasd 14

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran

dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BA'B IX
SANKSI AT'MINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2"/" (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan

Surat Teguran/Surat Peringatal/ Surat lain yang sejenis.

Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis Pelaksalaart

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7

(tujuh) hari seja-k jatuh tempo.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga-l Surat Teguran/Surat

Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang

terutang.

(5) Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
/l

pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk I
I

(u

(2J

(3)



BAB X

KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali jika wajib

retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu

keadaan di luar kehendak atau kekuasaan wqiib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diqjukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(21 Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota

tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diqjukan tersebut dianggap

dikabulkan seluruhnya.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%o

(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih

Bayar (SKRDLB).

BAB XI
PTNGEMBALIAN KELEBIHAN PIMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

harus memberikan keputusan.
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(41

(s)

(6)

(71

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan

Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian

dianggap dikabulkaa dan Surat Ketetapan Retribusi Daera,h Lebih Bayar (SKRDLB)

harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi

Iangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setetlah lewat 2 (dua)

bular, Walikota memberikan imba-lan bunga sebesar 2Yo (dua persen) sebula-n atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB XII
NIDALIIWARSA PEITAGII{AN

Pasal 2O

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi keda,luwarsa setelah melampaui

jangka wa,ktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tinda,k pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada penga,kuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak talggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimala dimal<sud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaraa dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PEITGHAPUSAIT PIUTAI{G RETRIBUSI YANG KADALTIWARSA

Pasal 21

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan f
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. I

I

(1)

t2)

(s)

(4)

(s)



(21 Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

- Peraturan Walikota.

Pasal22

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

BAB XTV

PTMERIKSAAN DAN PENGAWASAII

Pasal 23

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

retribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi

terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau rua.ngan yang dianggap

perlu dan memberikan bantuan guna kelancar.rn pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

Pasd 24
(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB ](lI
INSENTIF PEMUITGUTAN

Pasal 25

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas

dasar pencapaian kine{a tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) /
diatur d.engan Peraturan Walikota ,t



(1)

BAB ]ffI
PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang,

benda dan / atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum ,

melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan fl
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1

(2)

(3)

(4)



(1)

BAB )rlIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal2T

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibalnya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak

atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB X1IIII

KETEITTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanja.ng mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan

Persampahan/Kebersihan dan retribusi pelayanan atasnya dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 3O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatarlnya dalam Lembaran Daerah

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 April 2Al2

1k weuKorA KoTAMoBAGU,

MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 April 2Ol2

(2)

(3)

+
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LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI2 NOMOR ,I



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 4 TAHUN 2OL2

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / I(EBERSIHAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2OO8, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelengga-raan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada

masyarakat yang d ilaksanakan berdasarkan U nd ang- U nd ang.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di bidang pajak

daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang ini juga

mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat

memberi dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan

dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang pengaturannya di Kota

Kotamobagu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25

Tahun 2008. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti dan

disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasa-l 4

Cukup jelas.

Pasal 5

+

a



Yang dimaksud dengan Jasa Umum adalah jasa yang disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

fl

I

Pasa-l 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasa1 24

+



Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

. Pasal 26

Cukup jelas

Pasd 27

Cukup jelas.
" 

Pasal 28

Cukup jelas.

* Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR


